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Abstrak 

 

Memanfaatkan teori gerakan sosial, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

penyebab organisasi Syarikat Islam kembali ke khittah tahun 1905 serta untuk 

memahami bagaimanakah gerakan yang dibangun oleh Syarikat Islam untuk 

mewujudkan agenda kembali ke khittahnya itu. Artikel ini menunjukkan bahwa 

penyebab Syarikat Islam kembali ke khittah adalah terpecahnya kekuatan politik Islam 

di Indonesia pasca-Orde Baru menjadi banyak partai politik dan rendahnya tingkat 

kompetisi partai Islam dalam pemilu. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa 

perpecahan yang disebabkan oleh konflik internal dalam tubuh Syarikat Islam 

menyebabkan organisasi ini hibernasi dalam waktu yang lama. Gagasan kembali ke 

khittah dianggap mampu menyatukan mayoritas faksi yang ada. Untuk merealisasikan 

agenda kembali ke khittah itu, struktur mobilisasi yang dimanfaatkan Syarikat Islam 

mencakup langkah konsolidasi organisasi sampai memanfaatkan jaringan sosial 

anggotanya. 
 

Kata Kunci: 

Gerakan Sosial, Syarikat Islam, Kembali ke Khittah, Struktur Mobilisasi 

 

Abstract 
 

The article aims to describe the causes of Syarikat Islam which returned to khittah 1905 

(original path) and the process of this organisation to return to it. This study conveys 

the factors which are influenced Syarikat Islam to decide to turn back to its original 

path: 1. The fragmentation of political Islam and the low level of competitiveness of 

Islamic party in legislative elections after the New Order era; 2) Internal conflict within 

Syarikat Islam has caused this organization fragmented and inactive for years. The idea 

to return to its original path is considered as a solution to reunite previously-

fragmented factions within the organization. To realize that agenda, Syarikat Islam has 

utilized mobilizing structures that includes organizational consolidation and its 

members’ social networks. 
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Pendahuluan 

Sarekat Islam (SI) didirikan di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh 

seorang pengusaha batik asal Laweyan yang bernama Haji Samanhudi
1
 dengan nama 

awal Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI merupakan organisasi yang memfokuskan 

perjuangan di bidang dakwah dan ekonomi.
2
 Organisasi ini pada awal berdirinya 

merupakan sebuah perkumpulan pedagang-pedagang pribumi muslim dengan tujuan 

untuk menentang politik Belanda yang memberi keleluasaan kepada pedagang asing 

untuk menguasai ekonomi pada masa itu agar bisa bersaing dengan pedagang-pedagang 

besar Tionghoa dan Arab. 

Pada 1912 Pemerintah Kolonial Belanda membuat sebuah kebijakan yang 

memperbolehkan pendirian partai politik. Berdasarkan perkembangan sosial dan politik 

tersebut H.O.S. Tjokroaminoto
3
 mengusulkan kepada Haji Samanhudi agar SDI bukan 

hanya untuk para pedagang saja, tetapi diperluas ke seluruh umat Islam.
4
 Oleh karena 

itu, H.O.S. Tjokroaminoto kemudian menghadap notaris di Solo untuk membuat badan 

hukum dengan anggaran dasar SI yang baru menjadi lebih luas, yang sebelumnya hanya 

mencakup dakwah dan ekonomi kemudian diperluas mencakup sosial dan politik.
5
 

Sejak saat itu, SI bermetamorfosa menjadi organisasi politik dengan jumlah anggota 

yang cukup besar. Setidaknya, SI tercatat sudah mempunyai lebih dari 50 afdeling yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
6
 

Sejak semakin aktif di ranah politik dengan tujuan memperjuangkan 

kemerdekaan nasional, SI kemudian beberapa kali mengalami pergantian nama, yaitu; 

1) Central Sarekat Islam (CSI) pada tahun 1916; 2) Partai Sarekat Islam (PSI) pada 

tahun 1923; 3) Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT) pada tahun 1927; 4) Partai 

Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1928 sampai tahun 1973; 5) PSII kemudian 

                                                           
1 Ketika ia masih kanak-kanak, namanya adalah Sudarno Nadi. Berdasarkan kebiasaan Jawa, 

namanya diubah menjadi Wirjowikoro ketika ia dewasa dan kemudian sekali lagi berganti menjadi Haji 
Samanhudi ketika ia telah menunaikan ibadah haji. 

2 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam: Kontribusinya Pada Nasionalisme Indonesia, terj. Gordon 
B. Manuain. (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 30-31. 

3 Tjokroaminoto lahir di Bakur pada 16 Agustus 1982 bertepatan dengan tahun meletusnya gunung 
Krakatau di Banten. Ia mempunyai nama kecil Raden Mas Oemar Said Tjokroaminoto. Akan tetapi, setelah ia 
selesai menunaikan ibadah haji kemudian ia meninggalkan gelar keningratannya dan lebih suka 
memperkenalkan diri dengan nama Haji Oemar Said Tjokroaminoto atau H.O.S. Tjokroaminoto. 

4 Amelz, HOS Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 50. 
5 Anton Timur Djaelani, Op.Cit., h. 37-38. 
6 Tony Andriawan, “Peran Tokoh Ormas Syarekat Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017”. Skripsi. (Purwokerto: Jurusan Ilmu Politik Fisip Unsoed, 2018), h. 5. 
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melakukan fusi partai menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 

sampai tahun 1998. 

Pada 5 Januari 1973 partai-partai Islam, seperti Persaudaraan Muslimin 

Indonesia (Parmusi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan 

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) melakukan fusi partai politik menjadi Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP).
7
 Kebijakan rezim Orde Baru (Orba) membuat fusi 

partai politik tersebut berakibat pada merosotnya perkembangan partai Islam di 

Indonesia. Masa ini merupakan salah satu masa paling krusial dalam sejarah politik 

kepartaian dalam dinamika politik di Indonesia. 

Pada tahun 1998 PSII terpecah menjadi dua, yaitu PSII di bawah pimpinan 

Taufik R. Tjokroaminoto dan PSII 1905 di bawah pimpinan Ohan Sudjana. Kemudian 

pada tahun 1999, keduanya turut serta mengikuti Pemilu, sehingga pada saat Pemilu 

tahun itu muncul dua PSII. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan mulus, karena 

PSII 1905 tidak lolos Stembus Accoord. Sejak tahun 1999, PSII 1905 pimpinan Ohan 

Sudjana kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam Indonesia (SII) hingga 

sekarang. 

Setelah mengalami perpecahan dan rekonsiliasi, PP SI yang dulu dipimpin oleh 

Taufik R. Tjokroaminoto memutuskan SI untuk kembali ke khittah pada penyelenggara-

an Majelis Tahkim (MT) ke-40 SI di Bandung pada tahun 2015. Kembali ke khittah 

maksudnya adalah SI kembali menjadi organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan 

ekonomi. Dengan kata lain, ada keinginan untuk menjadikan SI sebagai organisasi yang 

menghidupkan dagang dan wirausaha di kalangan umat Islam. Penyelenggaraan MT itu 

juga memilih Hamdan Zoelva sebagai ketua umum. 

Setelah mengalami kemunduran, yang salah satunya merupakan akibat dari 

konflik internal, SI kini cenderung dilupakan, bahkan masyarakat banyak yang tidak 

tahu mengenai organisasi yang dibesarkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto ini. Studi tentang 

kembalinya organisasi ini ke jati diri awalnya pun cenderung masih sedikit atau belum 

dikaji dengan serius. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji apa 

yang menyebabkan organisasi SI kembali ke khittahnya, serta bagaimanakah gerakan 

yang dibangun oleh SI untuk kembali ke khittahnya itu. 

                                                           
7 Hanifah, “Perjuangan Sarekat Islam Dalam Melawan Kolonialisme Belanda di Sumenep Madura 

1913-1920”. Skripsi. (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003), h. 75. 
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Artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pendahuluan membahas latar 

belakang dari fokus artikel ini, yaitu kembalinya SI ke khittah awalnya. Bagian kedua 

menjelaskan secara singkat kerangka konseptual yang digunakan dalam studi ini. 

Bagian ketiga berisi informasi seputar metode penelitian dari studi ini. Setelah itu 

adalah bagian pembahasan yang akan menjawab pertanyaan seputar penyebab 

kembalinya SI ke khittahnya dan apa yang dilakukan oleh organisasi ini untuk 

mewujudkan agendanya itu. Terakhir adalah bagian penutup yang menyimpulkan 

jawaban atas pertanyaan yang dikaji artikel ini. 

 

Penelitian Terdahulu 

Sejumlah studi kontemporer tentang Syarikat Islam masih cenderung mengkaji 

tentang kiprah organisasi ini dalam konteks historis. Misalnya artikel Endang Muryanti 

yang mengkaji kemunculan Sarekat Islam Semarang pada tahun 1913 dan 

perpecahannya yang berhubungan dengan diadopsinya ideologi Sosialisme-

Revolusioner oleh sebagian pengikut organisasi ini.
8
 Konflik internal Sarekat Islam 

yang berhubungan dengan persoalan ideologi Sosialisme juga dikaji oleh Retno Winarni 

dan Mrr. Ratna Endang Widuati.
9
 Sementara studi Ismail Usman mengkaji soal 

sumbangan organisasi ini terhadap pembaharuan politik Islam dan gagasan 

nasionalisme dalam konteks Indonesia.
10

  

Sedangkan studi Arif Rahim mengkaji soal karakter Sarekat Islam sebagai 

organisasi Islam modernis.
11

 Studi yang lebih komprehensif tentang sumbangan Sarekat 

Islam terhadap gagasan nasionalisme Indonesia dilakukan oleh Anton Timur Djaelani.
12

 

Disamping studi yang mengkaji Sarekat Islam secara historis, ada juga studi yang 

mengkaji kiprah politik Partai Syarikat Islam Indonesia pada masa Orde Baru.
13

 

Meskipun studi yang dilakukan oleh Valina Singka Subekti ini penting bagi para 

                                                           
8 Endang Muryanti, “Muncul dan Pecahnya Sarekat Islam di Semarang 1913-1920” dalam Paramita: 

Historical Studies Journal, Vol. 20, No. 1 (2010), h. 21. 
9 Retno Winarni dan Mrr. Ratna Endang Widuati, “Konflik Politik Dalam Pergerakan Sarekat Islam 

1926” dalam Literasi: Indonesian Journal of Humanities, Vol. 5, No. 2 (2015), h. 216. 
10 Ismail Usman, “Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam” dalam Jurnal Potret: Jurnal 

Penelitian dan Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 21 (2017), h. 46. 
11 Arif Rahim, “Sarekat Islam: Gerakan Islam Modernis atau Tradisional?” dalam Jurnal Ilmiah 

Dikdaya, Vol. 10, No. 1 (2020), h. 119. 
12 Anton Timur Djaelani, Loc.Cit. 
13 Valina Singka Subekti, Partai Syarikat Islam Indonesia: Konstestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). 
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peminat kajian politik Islam di Indonesia, tapi dia juga sama dengan studi yang telah 

disebutkan sebelumnya, yaitu tidak mengkaji perkembangan kontemporer Syarikat 

Islam, lebih khusus lagi seputar keputusan Syarikat Islam untuk kembali ke khittah 

tahun 1905. Riset tentang Syarikat Islam memang relatif sudah banyak, tapi kajian 

tentang alasan yang mendorong organsiasi ini untuk kembali ke khittah mereka masih 

langka. Karena itu, studi ini akan memberi kontribusi terhadap kajian tentang Syarikat 

Islam kontemporer yang memutuskan untuk kembali menjadi gerakan sosial berbasis 

Islam. 

 

Kerangka Konseptual 

Studi ini melihat Syarikat Islam (SI) dalam perspektif gerakan sosial. Studi ini 

mengikuti jejak para ahli yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan konsep gerakan 

sosial untuk menganalisis gerakan Islam. Misalnya Ziad Munson yang menjelaskan 

mobilisasi gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan meminjam konsep struktur 

kesempatan politik yang ada dalam teori gerakan sosial.
14

 Quintan Wiktorowicz 

mengeksplorasi lebih jauh sejumlah konsep dasar dalam teori gerakan sosial seperti 

ketersediaan sumber daya, struktur mobilisasi, struktur kesempatan, dan proses 

pembingkaian (framing) untuk menganalisis gerakan Islam.
15

 Sementara mengapresiasi 

penggunaan teori gerakan sosial untuk melihat gerakan Islam, Asef Bayat juga 

menekankan kemungkinan mengajukan tambahan konsep baru, yaitu solidaritas yang 

terbayangkan (imagined solidarities) ke teori tersebut agar lebih sesuai dengan konteks 

masyarakat Muslim.
16

 Perspektif gerakan sosial juga digunakan oleh Syarifuddin Jurdi 

untuk menganalisis gerakan Islam di Indonesia.
17

 

Studi ini sendiri meminjam konsep mobilisasi sumber daya dan proses 

pembingkaian untuk melihat upaya SI mengonsolidasi dirinya setelah lama vakum dan 

terpecah-pecah dalam beberapa faksi. Dalam proses pembingkaian, pemimpin gerakan 

sosial mengidentifikasi masalah yang ada kemudian memberikan arahan tentang 

                                                           
14 Ziad Munson, “Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim 

Brotherhood” dalam The Sociological Quarterly, Vol. 42, No. 4 (2001), h. 487. 
15 Quintan Wiktorowicz, “Islamic Activism and Social Movement Theory: a New Direction for 

Research” dalam Mediterranean Politics, Vol. 7, No. 3 (2002), h. 187. 
16 Asef Bayat, “Islamism and social movement theor” dalam Third World Quarterly, Vol. 26, No. 6 

(2005), h. 891. 
17 Syarifuddin Jurdi, “Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan 

Tipologi Artikulasi Gerakan” dalam JPP (Jurnal Politik Profetik), Vol. 1, No. 1 (2013). 
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tindakan kolektif yang harus dilakukan. Kerangka aksi kolektif (collective action 

frames) memandu anggota sebuah gerakan terkait apa, bagaimana, dan kenapa sesuatu 

itu harus dilakukan.
18

 Gagasan untuk kembali ke khittah yang diusung SI sekarang 

dilihat dari perspektif demikian. Sementara struktur mobilisasi dipahami sebagai 

“collective vehicles, informal as well as formal, through which people mobilize and 

engage in collective action.”
19

 Dengan demikian, studi ini memanfaatkan konsep 

struktur mobilisasi untuk menjelaskan gerakan yang dibangun oleh Syarikat Islam untuk 

kembali ke khittahnya tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan 

April sampai bulan Mei 2019 dengan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Data dan informasi yang dibutuhkan didapatkan melalui 

wawancara dengan para narasumber kunci yang relevan, yaitu para pengurus SI baik 

pusat maupun daerah. Pengurus yang berasal dari daerah mencakup yang berasal dari 

Jakarta, Bekasi dan Banjarnegara. Selain data yang dikumpulkan melalui wawancara, 

penulis juga memanfaatkan dokumen-dokumen seperti hasil Rapat Kerja Nasional, hasil 

Musyawarah Kerja Nasional Syarikat Islam serta buku-buku dan jurnal yang relevan. 

 

Sejarah Syarikat Islam 

Sarekat Islam (SI) didirikan oleh Haji Samanhudi bersama Suwadi dan Raden 

Gunawan di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan nama awal Sarekat Dagang Islam 

(SDI). SDI merupakan sebuah organisasi yang fokus utamanya adalah pada aktivitas 

dakwah dan ekonomi. Dalam perkembangannya, SI kemudian bertransformasi menjadi 

sebuah organisasi besar. Haji Samanhudi dan H.O.S. Tjokroaminoto mempunyai peran 

yang sangat besar terhadap perkembangan organisasi. Dalam perjalanannya, SI 

beberapa kali mengalami konflik internal yang menyebabkan organisasi terpecah 

sehingga peran sosial-politik organisasi semakin menurun. Selama periode pendudukan 

Jepang pada tahun 1942, tidak ada partai politik yang diizinkan untuk berfungsi 

                                                           
18 Hank Johnston, What is a social movement? (Cambridge: Polity Press, 2014), h. 17. 
19 Doug McAdam,  Sidney Tarrow, Sidney, and Charles Tilly, The Dynamics of contention (New York: 

Cambridge University Press, 2001), dikutip dalam Hank Johnston, What is a social movement? (Cambridge: 
Polity Press, 2014), h. 66. 
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sehingga PSII memutuskan untuk menutup kantornya atau dengan kata lain bubar 

sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. 

PSII kemudian baru mengaktifkan kembali gerakannya mulai tahun 1946. Meskipun 

sempat vakum selama beberapa tahun, namun PSII masih mampu menunjukkan 

eksistensinya dengan memperoleh 8 kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan 16 kursi 

Konstituante. Dengan kondisi keamanan negara yang belum stabil, terjadi banyak 

kekacauan di berbagai wilayah di Indonesia. Akibat dari kondisi tersebut PSII tidak 

mempunyai banyak waktu untuk mengembangkan diri sampai berakhirnya rezim Orde 

Lama setelah peristiwa G30S. 

Selama masa Orde Baru, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mengalami 

masa-masa sulit. Terhentinya aktivitas partai dan organisasi serumpun berkontribusi 

terhadap periode sulit tersebut. Akibatnya PSII tidak bisa melakukan kaderisasi 

sehingga partai merekrut orang-orang muda tanpa mengikuti jenjang kaderisasi. Selain 

itu, perolehan suara yang sangat kecil, yaitu 2.39% pada pemilihan umum tahun 1971, 

pengambilalihan kekuasaan partai pasca Majelis Tahkim ke-33 pada tahun 1972 serta 

fusi partai politik dengan sesama partai-partai Islam pada tahun 1973 membuat PSII 

semakin terpecah-pecah. Dengan demikian, pasca tahun 1973 semua aktivitas dan peran 

sosial politik partai berhenti sampai berakhirnya rezim Orde Baru. 

Naiknya Habibie sebagai presiden menandai awal dari sebuah era baru yang 

dikenal dengan Orde Reformasi. Pada 23 Mei 1998, tokoh-tokoh partai memunculkan 

kembali PSII. Namun, tidak adanya kesepakatan di antara para tokoh membuat partai 

terpecah menjadi dua, yaitu PSII 1905 pimpinan Ohan Sudjana dan PSII pimpinan 

Taufik R. Tjokroaminoto. Sehingga kedua partai tersebut terdaftar sebagai peserta 

Pemilu 1999. Namun, perpecahan tersebut berakibat pada rendahnya perolehan suara 

yang didapat oleh kedua partai tersebut. Pasca Pemilu 1999, PSII 1905 

menyelenggarakan MT ke-35 pada tahun 2003 di Garut dengan keputusan PSII 1905 

kembali berstatus menjadi ormas dengan nama Syarikat Islam Indonesia (SII). 

Sedangkan PSII pimpinan Taufik R. Tjokroaminoto terpecah menjadi beberapa faksi 

dan perpecahan tersebut berlanjut sampai tahun 2015. 

Penyelenggaraan MT ke-40 pada tahun 2015 kemudian dimanfaatkan untuk 

menyatukan kembali faksi-faksi SI yang terpecah. Setelah melalui perdebatan yang 
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cukup panjang, semua pimpinan faksi akhirnya memutuskan bahwa setiap faksi akan 

mengadakan kongres sendiri-sendiri. Namun, dalam kongres masing-masing faksi harus 

menghasilkan keputusan yang sama, yaitu memilih Hamdan Zoelva sebagai Ketua 

Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam untuk masa jihad 2015-2020. Setelah terpilih 

sebagai ketua umum, Hamdan Zoelva langsung menyusun kepengurusan yang berisikan 

orang-orang dari tiga kepengurusan faksi Syarikat Islam. Selain itu, MT SI juga 

memutuskan bahwa SI harus kembali ke khittah, yaitu sebagai organisasi yang bergerak 

di bidang dakwah dan ekonomi sebagai upaya untuk mengembalikan SI pada 

kejayaannya. 

 

Kembali Ke Khittah Tahun 1905 

Sebagai organisasi Islam, sejak awal berdirinya sampai saat ini Syarikat Islam 

(SI) masih memegang teguh cita-cita perjuangan organisasi, yaitu mewujudkan 

kehidupan manusia yang seutuhnya sebagai hamba Allah yang berpedoman pada Al-

Quran dan Sunnah Rasul dengan terciptanya kemerdekaan sejati bagi segenap umat 

manusia yang diridhai Allah SWT. Keputusan untuk menyelenggarakan Majelis 

Tahkim (MT) ke-40 tidak lain merupakan upaya untuk merekonstruksi dan 

merevitalisasi gerak langkah perjuangan SI agar tetap sejalan dengan cita-cita 

perjuangannya. 

MT ke-40 SI yang diselenggarakan di Bandung pada 24-27 November 2015 

memutuskan agar SI melakukan gerakan kembali ke khittah, yaitu mengembalikan 

organisasi kepada cita-cita awal perjuangannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang 

bergerak di bidang dakwah dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antara orang kaya 

dengan orang miskin tampaknya semakin tinggi. Keputusan kembali ke khittah menjadi 

sebuah keniscayaan yang memang harus ditempuh oleh SI, dengan menempatkan 

gerakan ekonomi keumatan menjadi tujuan utama yang harus diejawantahkan secara 

konkret dan berkesinambungan. 

Keputusan SI kembali ke khittah dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, yaitu merespon kondisi partai-partai 

Islam maupun gerakan-gerakan Islam yang ada saat ini. Sedangkan, faktor internal, 

yaitu masih terpecah-pecahnya SI ke dalam beberapa faksi akibat konflik elite pimpinan 
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partai. Sehingga keputusan untuk tidak lagi menjadi partai politik dengan kembali ke 

khittah merupakan solusi untuk menyatukan kembali faksi-faksi SI yang terpecah. 

 

Faktor Eksternal Organisasi 

Faktor eksternal yang mendorong Syarikat Islam (SI) untuk kembali ke 

khittahnya adalah kondisi faktual partai-partai Islam di Indonesia. Sebagian partai Islam 

cenderung memilih jalan pintas untuk dapat kompetitif dalam Pemilu, seperti merekrut 

tokoh nasional, pengusaha maupun orang berpengaruh tanpa melalui sistem kaderisasi 

partai dalam upaya menaikan perolehan suara dalam Pemilu. Ini menyebabkan 

masyarakat kesulitan untuk membedakan partai-partai Islam dengan partai-partai 

lainnya. Berbagai gerakan atau partai Islam yang ada saat ini juga tampak tidak 

konsisten. Mereka banyak yang terjebak untuk melakukan tawar-menawar atau 

kompromi dengan penguasa, bekerjasama atau berkoalisi dengan partai-partai lain. 

Selain itu, partai-partai Islam juga tidak mampu mendeskripsikan dengan jelas metode 

perjuangan yang harus mereka lakukan.
20

 Sehingga apa yang mereka lakukan hanya 

bersifat reaksioner saja. 

Terpecahnya kekuatan politik Islam dengan terbentuknya banyak partai Islam 

juga membuat masyarakat semakin bingung untuk menentukan pilihannya. Karena, 

siapa sesungguhnya yang menjadi representasi dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu, 

partai Islam tidak hanya bersaing dengan partai-partai nasionalis akan tetapi mereka 

bersaing juga dengan sesama partai Islam. Hasil dua Pemilu legislatif terakhir 

menunjukan relatif stagnannya perolehan suara partai-partai berbasis massa tradisional 

Muslim, yaitu. 31,41% pada 2014 dan 30,05% pada 2019. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka SI memutuskan untuk kembali mengisi 

peran sebagai organisasi yang menggerakkan ekonomi umat Islam. Apalagi SI 

mempunyai unsur kesejarahan yang kuat dalam bidang ekonomi, yaitu saat masih 

bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Selain itu, keputusan untuk kembali ke khittah 

dengan menjadi organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi juga 

dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan SI kepada kejayaannya. Karena, 

                                                           
20 Muhammad Hawari, Politik Partai: Meretes “Jalan Baru” Perjuangan Partai Politik Islam (Bogor: CV 

IDeA Pustaka Utama, 2003), h. 17. 
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mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat Islam merupakan tujuan didirikannya 

organisasi SI. 

 

Faktor Internal Organisasi 

Konflik internal berujung kudeta kepemimpinan Partai Syarikat Islam Indonesia 

(PSII) pada tahun 1972 menjadi titik awal penurunan peran sosial politik partai, karena 

peristiwa tersebut kemudian menjadi sangat berkepanjangan. Setelah peristiwa 

pengambilalihan kepemimpinan PSII serta fusi partai politik menjadi Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) pada tahun 1973, SI tidak lagi melakukan konsolidasi dan 

kaderisasi. Oleh karena itu, peran sosial politik SI menjadi semakin menurun hingga 

akhirnya mengalami kevakuman hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut 

bertahan hingga berakhirnya rezim Orde Baru. 

Pasca Pemilu 1999, untuk menyelamatkan organisasi PSII 1905 menyelenggara-

kan MT ke-35 pada tahun 2003 di Garut, Jawa Barat. Dalam sidangnya, peserta MT 

memutuskan untuk melanjutkan eksistensi pengabdian dan perjuangan PSII 1905 

dengan kembali berstatus menjadi ormas dengan nama Syarikat Islam Indonesia hingga 

sekarang. Sedangkan, PSII pimpinan Taufik R. Tjokroaminoto menyelenggarakan MT 

di Bekasi. Akan tetapi, dalam MT tersebut terjadi perpecahan yang mengakibatkan 

organisasi terpecah menjadi dua faksi, yaitu DPP PSII dengan ketua umum terpilih 

Taufik R. Tjokroaminoto dan PP SI dengan ketua umum terpilih Amrullah Ahmad. Lalu 

pada tahun 2003, kembali terjadi perpecahan dalam tubuh PSII yang menyebabkan 

adanya dua penyelenggaraan MT. MT PSII yang dilaksanakan di Lembang memilih 

Amrullah Ahmad sebagai ketua umum, sedangkan MT PSII di Pondok Gede dengan 

ketua umum terpilih Rahardjo Tjakraningrat. 

PP SI pimpinan Amrullah Ahmad dalam perjalanannya kemudian mengalami 

perpecahan juga dengan terselenggaranya 2 MT, yaitu MT di Bandung memilih 

Djauhari Syamsuddin sebagai ketua umum dan MT di Jakarta dengan ketua umum 

terpilih Rahardjo Tjakraningrat. Pada tahun 2004 PSII pimpinan Amrullah Ahmad 

melakukan islah dengan SI pimpinan Djauhari Syamsuddin dengan menyelenggarakan 

MT bersama. Dalam MT ke-38 tersebut terpilihlah Amrullah Ahmad sebagai Ketua 

Umum dan Djauhari Syamsuddin sebagai Sekretaris Jenderal SI untuk masa jihad 2004-

2009. Kemudian, MT SI ke-39 diselenggarakan pada tanggal 23-25 April 2010 di 
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Kabupaten Bandung. Para pemegang mandat memutuskan untuk memilih Amrullah 

Ahmad sebagai Ketua Dewan SI dan Djauhari Syamsuddin terpilih sebagai Ketua 

Umum Lajnah Tanfidziyah SI untuk masa jihad 2010-2015. 

Dalam perjalanan organisasi sejak tahun 2004 memang tidak banyak kegiatan 

yang dilaksanakan. Bahkan, kaderisasi dan konsolidasi ke daerah-daerah tidak 

dilakukan. Sehingga wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang sebelumnya sudah 

vakum sampai tahun 2010 belum juga bisa dihidupkan kembali. Oleh karena itu, 

aktivitas organisasi hanya berkutat pada kegiatan dari MT ke MT saja. Sampai sebelum 

tahun 2015 kepengurusan SI masih terbagi menjadi empat faksi, yaitu SI pimpinan 

Djauhari Syamsuddin, SI pimpinan Rahardjo Tjakraningrat, Kaum Syarikat Islam 

pimpinan Maulana Nurhalim Chotib Al-Bantany di Sukabumi dan Syarikat Islam 

Indonesia. Namun, akibat dari tidak berjalannya kegiatan-kegiatan organisasi di tingkat 

pusat hingga daerah menyebabkan setiap faksi SI tidak memiliki data detail mengenai 

wilayah-wilayah dan cabang-cabang mana saja yang masih aktif serta wilayah dan 

cabang yang berada di bawah kepengurusan faksi tersebut tidak bisa dipastikan berapa 

jumlahnya.
21

 

Dengan demikian, mengembalikan SI ke khittah perjuangannya menjadi satu-

satunya solusi untuk menyatukan kembali faksi-faksi SI yang terpecah. Seperti yang 

diindikasikan sebelumnya, perpecahan yang terjadi dalam tubuh SI terjadi akibat dari 

transformasi SI menjadi partai politik. Oleh karena itu, dengan tidak lagi aktif dalam 

politik praktis maka SI akan sepenuhnya fokus pada konsolidasi organisasi dalam upaya 

menghidupkan kembali wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang sebelumnya vakum. 

Sehingga upaya membangkitkan kembali SI kepada kejayaannya sesuai dengan cita-cita 

perjuangan para pendiri organisasi dapat terwujud. 

 

Struktur Mobilisasi 

Majelis Tahkim ke-40 SI di Bandung telah menghasilkan keputusan bahwa SI 

harus kembali ke khittah, yaitu kembali menjadi organisasi yang bergerak di bidang 

dakwah dan ekonomi. Keputusan tersebut diambil dalam upaya untuk mempersatukan 

                                                           
21 Sampai penulisan artikel ini selesai, data detail mengenai wilayah dan cabang mana saja yang 

mendukung dan berada di bawah kepengurusan dari setiap faksi tidak dapat penulis temukan dan dapatkan 
baik itu melalui dokumen tertulis maupun hasil wawancara dengan beberapa responden utama. 
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faksi-faksi SI yang sebelumnya terpecah-pecah. Kebangkitan kembali SI kemudian 

menjadi tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh semua kader di seluruh wilayah 

Indonesia. 

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka DPP SI dalam rapat pleno yang 

diselenggarakan pada tanggal 27-28 Februari 2016 di Jakarta telah menetapkan empat 

hal yang harus dilakukan oleh SI, yaitu: 1) Konsolidasi Organisasi; 2) Pemberdayaan 

Ekonomi; 3) Tata Kelola Pendidikan; 4) dan Siyasah. Empat hal tersebut kemudian 

disebut Catur Program Syarikat Islam. Catur program ini sebagai landasan dan arahan 

gerak perjuangan SI sejak tahun 2015. Catur program tersebut kemudian dibahas secara 

detail serta disosialisasikan ke utusan wilayah-wilayah dan cabang-cabang seluruh 

Indonesia dalam Musyawarah Kerja Nasional 1 (Mukernas 1) SI pada tanggal 19-21 

Mei 2017 di Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 

 

Catur Program Syarikat Islam 

Catur program merupakan program prioritas yang akan dilakukan oleh SI. 

Program prioritas yang dimasukkan ke dalam catur program merupakan respon atas 

permasalahan yang saat ini memang sedang dirasakan langsung oleh masyarakat 

khususnya umat Islam, yaitu permasalahan pendidikan, ekonomi dan politik. 

Ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan partisipasi dalam politik masih 

menjadi permasalahan utama dalam masyarakat. Oleh sebab itu, catur program ini 

selain sebagai upaya untuk membangkitkan SI tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan SI 

untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Dengan demikian, 

dalam rangka untuk membenahi permasalahan kemiskinan maka SI menjadikan catur 

program sebagai focal concern (titik fokus) pekerjaan yang harus diejawantahkan dalam 

program aksi kepengurusan DPP SI masa jihad 2015-2020. 

 

1. Konsolidasi Organisasi 

Konsolidasi organisasi Syarikat Islam (SI) merupakan konsolidasi menyeluruh 

yang mencakup ideologi, kesamaan visi dan pemahaman serta program aksi. 

Konsolidasi dan penataan bangunan organisasi SI menjadi pekerjaan yang paling 

mendasar dan utama. Oleh karena itu, konsolidasi organisasi merupakan hal yang sangat 

penting dan menjadi prioritas utama dalam kepengurusan DPP SI pimpinan Hamdan 
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Zoelva selain program ekonomi dan pendidikan.
22

 Program-program yang sudah 

disusun khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan tidak akan bisa berjalan 

maksimal jika wilayah dan cabang belum terbentuk. Hal itu karena wilayah dan cabang 

merupakan kepanjangan tangan DPP SI dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya di 

masyarakat. 

Program-program di bidang organisasi ini kemudian disusun dalam program 

aksi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP SI di Jakarta. Program-program tersebut di 

antaranya: Pertama, penataan dan pemantapan struktur organisasi SI. Hal ini diarahkan 

untuk penguatan dan tertib organisasi secara menyeluruh, seperti peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, penertiban administrasi keanggotaan dan keuangan, sarana-

prasarana penunjang organisasi dan aspek kepemimpinan. Kedua, penertiban dan 

pembinaan organisasi dilakukan secara terencana dan bertahap. Ketiga, pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan Program Asas dan Program Tandhim serta Peraturan 

Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) Syarikat Islam.
 23

 

Keempat, pembinaan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota SI. Dalam 

upaya peningkatan kualitas SDM SI maka anggota-anggota diarahkan untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh SI secara bertahap dan berjenjang baik 

formal maupun informal. Kelima, ikhtiar komunikasi timbal balik dalam membangun 

kebersamaan karena komunikasi merupakan salah satu faktor penting guna peningkatan 

ketercapaian program di daerah. Keenam, keanggotaan dan tata laksana organisasi. 

Selama masa perpecahan khususnya dalam 10 tahun terakhir, SI tidak lagi melakukan 

kaderisasi. Oleh karena itu, registrasi keanggotaan menjadi salah satu program prioritas 

yang akan dilaksanakan oleh DPP SI. Setiap anggota akan didata untuk diterbitkan kartu 

anggota sebagai identitas bahwa yang bersangkutan merupakan anggota SI. Hal tersebut 

juga akan memudahkan pengurus dalam melakukan pendataan anggota. 

Ketujuh, penataan kantor sekretariat organisasi. Kantor atau sekretariat 

merupakan pusat kegiatan sebuah organisasi. Selain itu, kantor juga merupakan 

cerminan akan keberadaan organisasi. Dengan demikian, dari pusat hingga wilayah-

wilayah dan cabang-cabang bagi SI menjadi sebuah kewajiban untuk memiliki kantor 

                                                           
22 Syafruddin Djosan, Wakil Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, wawancara, 30 

April 2019. 
23 Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Jakarta, tanggal 27-28 Februari 2016, h. 7-8. 
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dengan berbagai sarana dan prasana pelengkap di dalamnya. Oleh karena itu, DPP SI 

saat ini sedang merencanakan untuk membangun kantor DPP guna mendukung semua 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh SI maupun organisasi serumpun. 

Kedelapan, penataan organisasi serumpun Kaum Syarikat Islam. Organisasi serumpun 

didirikan untuk membantu SI menjalankan program-program aksinya serta sebagai 

wadah untuk melakukan kaderisasi dan mencetak anggota-anggota berkualitas guna 

mengisi kepemimpinan di masa yang akan datang. Organisasi serumpun juga menjadi 

bagian penting bagi perkembangan SI.
24

 

Sejak kepengurusan Hamdan Zoelva resmi dilantik pada tahun 2016, SI terus 

melakukan konsolidasi organisasi ke tiap-tiap daerah untuk membangun kembali 

wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang sebelumnya vakum. Selain itu, wilayah-

wilayah dan cabang-cabang yang sebelumnya masih aktif akan didata kembali dan 

diberikan surat keputusan (SK) yang baru di bawah kepengurusan Hamdan Zoelva. Hal 

ini dlakukan karena kepengurusan SI di tiap daerah sebelumnya berada di bawah faksi 

SI yang berbeda-beda. Meskipun berjalan cukup lambat, akan tetapi hasil konsolidasi 

organisasi sampai awal tahun 2019 ini cukup memuaskan, yaitu dengan terbentuknya 

kepengurusan SI di 25 wilayah (provinsi) dan 114 cabang (kabupaten/kota). 

 

2. Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan di bidang ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengem-

balikan Syarikat Islam pada fitrahnya sebagaimana awal organisasi ini didirikan, yakni 

perhimpunan pedagang yang digerakkan oleh para saudagar-saudagar muslim. Upaya 

untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat Islam kemudian disusunlah Program 

Aksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SI masa jihad 2015-2020. Program-program 

tersebut disepakati dalam sebuah Rapat Pleno di Jakarta pada tanggal 27-28 Februari 

2016. Untuk memastikan kelancaran program-program SI maka Hamdan Zoelva selaku 

Ketua Umum LT SI kemudian menunjuk Andrinof Chaniago dan Sandiaga Uno sebagai 

Ketua dan Wakil Ketua Majelis Ekonomi LT Syarikat Islam. 

Penunjukan Andrinof Chaniago sebagai Ketua Majelis Ekonomi SI diharapkan 

dapat mempercepat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi SI. Pengalaman menjabat 

                                                           
24 Musyawarah Kerja Nasional I Syarikat Islam, Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi, Cisarua, 

tanggal 19-21 Mei 2017, h. 10. 
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sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di era awal kepemimpinan 

Presiden Jokowi membuat dia mempunyai kedekatan dengan pemerintah. Oleh karena 

itu, Andrinof Chaniago bisa menjadi kepanjangan tangan SI untuk menjalin kemitraan 

dengan pemerintah dalam upaya melancarkan pengembangan usaha milik SI. Sebagai 

seorang pengusaha, Sandiaga Uno juga diharapkan dapat membantu SI menjalin relasi 

dan kemitraan dengan para pengusaha di Indonesia khususnya untuk membantu 

menggerakkan program-program ekonomi SI. Namun, kemitraan yang akan terjalin 

tersebut bukan hanya bertujuan untuk membantu SI saja. Akan tetapi, kemitraan ini 

dibangun dengan prinsip hubungan timbal balik dalam nuansa altruism (semangat untuk 

membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). 

Program-program ekonomi yang telah disusun oleh DPP SI tersebut di 

antaranya; Pertama, pengembangan ekonomi kaum lemah. Kedua, membangun dan 

mengembangkan sistem jaringan dan sumber-sumber ekonomi dengan mendorong 

anggota SI untuk aktif membangun koperasi untuk lingkup internal maupun eksternal.
25

 

Perdagangan yang dilakukan oleh koperasi yang ada di setiap cabang SI dilakukan 

dalam bentuk dua jenis perdagangan. Pertama, perdagangan kecil. Untuk perdagangan 

kecil itu berkaitan dengan jaringan ekonomi yang ada di masyarakat. Contohnya 

koperasi yang dikelola pengurus SI Kota Bekasi melakukan pembinaan kepada warung-

warung kecil. Tercatat jumlah anggota koperasi yang berada di bawah binaan SI ada 

500 warung. Pembinaan yang dilakukan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan 

usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar. Kedua, perdagangan besar. Perdagangan 

besar ini berkaitan dengan ekspor yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi pusat 

yang dikelola oleh DPP SI. Contohnya usaha perdagangan DPC SI Kota Manado fokus 

pada ekspor ikan tuna dan beberapa komoditas lainnya ke Asia Tenggara, Jepang dan 

beberapa negara di Eropa. Selain itu, DPC SI Manado juga akan segera mendirikan 

pasar dan toko daging halal. Masyarakat yang beragaman Islam di sana cukup kesulitan 

untuk mencari daging halal.
26

 

                                                           
25 Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Jakarta, tanggal 27-28 Februari 2016, h. 8-9. 
26 Nunung Suhudiah, Ketua Tim Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam serta 

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kota Bekasi, wawancara, 6 Mei 2019. Program 
pemberdayaan ekonomi ini berjalan beriringan dengan program konsolidasi organisasi. Sehingga, bagi daerah 
yang belum terbentuk kepengurusan SI-nya maka program pemberdayaan ekonomi di daerah tersebut tidak 
akan berjalan. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi hanya akan dilaksanakan di daerah yang 
sudah terbentuk kepengurusan SI-nya. Namun, ternyata program tersebut tidak dapat berjalan semua karena 
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Ketiga, pemberdayaan kelembagaan ekonomi dengan mengaktifkan kembali 

lembaga ekonomi dan keuangan SI. Pendirian lembaga ekonomi tersebut harus 

disesuikan dengan potensi wilayah masing-masing agar pengembangan ekonomi di 

daerah tersebut bisa maksimal dan perekonomian masyarakat sekitar dapat meningkat. 

Keempat, kemitraan dengan pemerintahan dan swasta dalam ekonomi syariah dan 

ketenagakerjaan. Kerja sama penting untuk dilakukan agar pengelolaan usaha SI bisa 

lebih professional. Selain itu, SI juga tidak bisa sendirian dalam melakukan usaha-

usahanya dalam pengembangan ekonomi umat. Kelima, penghimpunan dana 

kemaslahatan kaum. 

Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam dilakukan oleh koperasi melalui kantor 

dagang yang berdiri berjenjang dari pusat hingga anak cabang/ranting. Usaha-usaha 

yang dilakukan harus disesuaikan dengan potensi di daerah tersebut. Agar masyarakat di 

daerah tersebut dapat terdorong untuk maju melalui koperasi SI. Karena SI mempunyai 

tujuan untuk membangun ekonomi kerakyatan di lingkungan kaum SI dan kaum 

muslimin pada umumnya. 

Akan tetapi, upaya pembentukan koperasi di wilayah dan cabang di seluruh 

Indonesia saat ini masih menemui kendala. Kepengurusan SI yang sudah terbentuk 

belum terbiasa untuk mengaplikasikan program gerakan ekonomi melalui koperasi 

sebab selama ini SI sangat identik dengan partai politik.
27

 Oleh karena itu, mereka 

belum mempunyai pengalaman secara empirik mengenai gerakan ekonomi SI. Dengan 

demikian, sebelum daerah-daerah mendirikan koperasi terlebih dahulu pengurus SI 

pusat memberikan pemahaman dan mengenalkan mereka dengan gerakan ekonomi SI. 

Konsolidasi organisasi yang dilakukan SI pusat tidak cukup hanya dengan 

membentuk kepengurusan di wilayah dan cabang saja. Akan tetapi tetap ada 

pendampingan karena untuk bisa menjalankan pemberdayaan ekonomi yang sesuai 

dengan rancangan DPP SI butuh pemahaman dan pengalaman. Bagi wilayah dan cabang 

SI yang sudah mati sangat lama, hal ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar baru 

bagi mereka. Oleh karena itu, program pendampingan menjadi sangat penting untuk 

                                                                                                                                                                          
berbagai hal. Selain itu, meskipun program pemberdayaan ekonominya dapat berjalan, tetapi daerah tersebut 
belum bisa memberikan laporannya secara detail kepada pengurus SI di pusat. Sehingga, penulis belum bisa 
memberikan penjelasan secara detail mengenai progres dari setiap daerah yang program pemberdayaan 
ekonominya sudah berjalan. 

27 Syafruddin Djosan, Wakil Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, wawancara, 30 
April 2019. 
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membantu wilayah dan cabang SI yang belum bisa menjalankan kegiatannya secara 

mandiri.
28

 

Untuk mempercepat realisasi program aksi di bidang ekonomi SI maka DPP SI 

membentuk Tim Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam pada tahun 

2018. Salah satu tugas dari tim tersebut adalah membantu wilayah-wilayah dan cabang-

cabang yang belum dapat membentuk koperasi agar segera terbentuk. Selain itu, para 

pengurus SI di daerah juga diberikan pemahaman mengenai gerakan ekonomi SI itu 

seperti apa, agar terciptanya satu persepsi di antara SI Pusat dengan SI di daerah. Maka, 

dipilihlah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebagai upaya realisasi kegiatan ekonomi 

SI dalam program jangka pendek karena di wilayah-wilayah tersebut, khususnya di 

Jawa Barat cabang SI sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota. 

 

3. Tata Kelola Pendidikan 

Pendidikan adalah proses transformasi ilmu pengetahuan yang secara 

berkelanjutan untuk melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dalam 

mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan 

dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia di atas muka bumi. Penataan 

pendidikan kemudian menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas dan daya juang 

Kaum Syarikat Islam dalam menghadapi zaman yang terus berkembang dengan segala 

dinamika percepatan perubahannya. 

Program-program di bidang pendidikan ini kemudian disusun dalam program 

aksi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP SI di Jakarta. Program-program tersebut di 

antaranya; Pertama, misi Syarikat Islam dalam kurikulum sekolah Kaum Syarikat 

Islam. Sistem pendidikan SI hadir berdasarkan pokok-pokok pikiran Program Asas dan 

Program Tandhim. Penyelenggaraan pendidikan disini tidak hanya soal gedung, sarana 

belajar dan kelulusan siswa saja. Akan tetapi, SI juga memadukan model pendidikan 

yang mengintegrasikan partisipasi kaum seperti ruang diskusi kajian peradaban/ 

kebudayaan, majelis taklim, ruang bermain anak, taman bacaan, dan sentra kreativitas 

anak dan remaja.
29

 

                                                           
28 Ibid. 
29 Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Jakarta, tanggal 27-28 Februari 2016, h. 10. 
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Kedua, majelis pendidikan professional. Ketiga, penertiban aset lembaga 

pendidikan. Dalam upaya membangun kembali pendidikan maka penertiban dan 

kepemilikan aset-aset yang merupakan harta kekayaan SI wajib di tata kembali agar 

tetap menjadi aset milik SI. Akibat dari banyaknya wilayah-wilayah dan cabang-cabang 

yang mati maka banyak sekolah maupun aset-aset kekayaan SI lainnya menjadi 

terbengkalai. Termasuk gedung-gedung dan bangunan-bangunan milik SI di daerah. 

Selain itu, pendataan aset dan harta kekayaan SI juga untuk menghindarkan orang yang 

tidak bertanggungjawab menyalahgunakan aset-aset SI untuk kepentingan pribadinya.
30

 

Sejak 2 Mei 2016, Lajnah Tanfidziyah (LT) Syarikat Islam mulai melakukan 

kunjungan ke beberapa kabupaten/kota untuk konsolidasi ke sekolah-sekolah milik SI, 

mulai dari Luwuk Banggai, Balantak dan Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), 

Banjarnegara (Jawa Tengah), Manado dan Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), 

Gorontalo, Samarinda (Kalimantan Timur), serta Alor dan Baranusa (Nusa Tenggara 

Timur).
31

 Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melihat kelayakan sekolah-

sekolah yang ada di kabupaten/kota tersebut, baik dari bangunan gedung, sarana 

prasarana dan tenaga pendidik serta manajemen sekolah. Berdasarkan hasil 

Musyawarah Kerja Nasional II (Mukernas II) Syarikat Islam, sejak 2 Mei 2016 Lajnah 

Tanfidziyah SI telah memulai konsolidasi dengan melakukan kunjungan ke sekolah-

sekolah milik SI yang terdapat di 16 kabupaten/kota hingga bulan Desember 2017. 

 

4. Siyasah 

Melalui Majelis Tahkim ke-40 SI kemudian bertransformasi kembali menjadi 

ormas yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi sebagai upaya untuk kembali pada 

cita-cita perjuangannya. Meskipun tidak bisa terlepas dari politik, namun gerakan SI 

tidak lagi dalam bentuk partai politik. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan membangun 

sinergi kehidupan politik praktis tetap akan mendorong serta memberi kesempatan dan 

ruang kepada kader-kader SI untuk dapat berkiprah sesuai dengan nuraninya masing-

masing namun dengan tetap membawa misi SI serta dapat berkontribusi terhadap 

kemajuan organisasi SI secara nyata. 

                                                           
30 Musyawarah Kerja Nasional I Syarikat Islam, Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi, Cisarua, 

tanggal 19-21 Mei 2017, h. 12. 
31 Musyawarah Kerja Nasional II Syarikat Islam, Purwakarta, tanggal 15-16 Oktober 2018, h. 21-22. 
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Setelah tidak lagi bergerak dalam politik praktis, maka upaya dalam bidang 

siyasah diarahkan untuk menghidupkan kembali kursus-kursus kader di semua jenjang 

kepengurusan dan organisasi serumpun. Sehingga mampu mencetak kader-kader yang 

unggul, yaitu kader-kader pilihan yang siap melayani kepentingan rakyat demi 

mencapai kemandirian dan kesejahteraan umat. Kader-kader SI tersebut diharapkan 

tumbuh menjadi kader politik yang mengedepankan etika politik yang tinggi sehingga 

dapat membawa perubahan dan pengaruh di partai politiknya masing-masing, bahwa 

esensi dari politik merupakan pelayan publik. Karena, jika setiap kader yang terjun ke 

dunia politik tidak mempunyai etika politik yang tinggi maka mereka hanya akan 

mementingkan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi mereka saja. Selain 

itu, tokoh politik juga harus mampu menjadi orang yang dapat memberikan solusi dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga partai politik, tokoh 

politik dan pemerintah bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Kader-kader SI akan diarahkan untuk berperan aktif melalui partai politik sesuai 

pilihannya masing-masing dan mendorong kader potensialnya untuk menduduki posisi 

penting di dalam partai politik, pemerintahan maupun lembaga negara lainnya agar 

dapat membawa perubahan bagi partai politik dan kehidupan politik saat ini. Kader-

kader SI yang tergabung ke berbagai partai politik, di antaranya adalah Barna 

Soemantri, Andi Mappasukki, Achmad Farial, Ratu Tinti Fathimah Chatib, Ali Abdul 

Muthalib, Sukardi Harun di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Suharso 

Monoarfa yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum 

DPP PPP menggantikan Romahurmuziy yang mengundurkan diri setelah ditetapkan 

sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selain di PPP, kader-kader SI juga berada di partai-partai lain, seperti Rahmat 

Gobel di Partai Nasdem, Shodiq Mujahid dan Hasan Zaenal Abidin di Partai Gerindra, 

Salman Al-Farisi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fasiun di Partai Bulan 

Bintang (PBB), dan lain sebagainya. Kader-kader SI di daerah juga sebenarnya banyak 

yang tergabung di partai politik, bahkan di antaranya banyak yang menjadi anggota 

DPRD kabupaten/kota/provinsi.
32

 Kader-kader SI tersebut diharapkan dapat menjadi 

                                                           
32 Karena tidak ada pendataan kader yang detail secara menyeluruh di tiap-tiap cabang dan wilayah di 

seluruh Indonesia mengenai kader-kader Syarikat Islam yang menempati posisi di partai politik maupun di 



Gerakan Syarikat Islam... 

 237 

negarawan dan tokoh politik yang mempunyai budi pekerti dan etika politik, sehingga 

bukan hanya sekedar menjadi politisi maupun petinggi politik saja. Dengan demikian, 

cita-cita SI sebagai organisasi kader umat Islam dan Indonesia dalam upaya 

mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat Islam dapat benar-benar 

terwujud. 

 

Penutup 

Setelah penyelenggaraan MT ke-40 dengan terpilihnya Hamdan Zoelva sebagai 

Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah SI masa jihad 2015-2020, SI memutuskan untuk 

kembali ke khittah, yaitu mengembalikan gerakan SI yang sebelumnya merupakan 

organisasi politik menjadi organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi 

sebagai upaya untuk membangkitkan kembali SI. Kondisi partai-partai Islam saat ini, 

kekalahan partai-partai Islam dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) serta konflik 

internal yang telah menyebabkan perpecahan dalam tubuh SI menjadi alasan utama 

untuk melakukan gerakan kembali ke khittah. 

Terpecahnya kekuatan politik Islam dengan terbentuknya banyak partai 

membuat masyarakat semakin kebingungan dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, 

partai Islam kemudian tidak hanya bersaing dengan partai-partai nasionalis akan tetapi 

mereka juga bersaing dengan sesama partai Islam. Oleh karena itu, perolehan suara 

partai-partai Islam dalam setiap Pemilu khususnya dua Pemilu terakhir cenderung 

stagnan. Sistem kaderisasi yang kurang berjalan juga menjadi salah satu faktor 

kegagalan partai-partai Islam. Berdasarkan realitas tersebut kemudian semakin 

meyakinkan SI untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis, yaitu dengan menjadi 

partai politik. Berdasarkan kondisi sosial politik tersebut, maka SI memilih untuk 

menjadi organisasi kemasyarakatan yang fokus di bidang dakwah dan ekonomi. 

Konflik internal dalam tubuh SI sudah terjadi sejak peristiwa pengambilalihan 

kekuasaan Partai Syarikat Islam Indonesia PSII pada tahun 1972. Konflik tersebut telah 

menyebabkan PSII (SI) mengalami perpecahan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, 

pada MT ke-40 SI tahun 2015 telah berhasil menyatukan tiga faksi SI, yaitu SI 

pimpinan Rahardjo Tjakraningrat, SI pimpinan Djauhari Syamsuddin dan Kaum 

                                                                                                                                                                          
pemerintahan oleh kepengurusan di tingkat pusat, menyebabkan penulis tidak dapat mencantumkan nama 
kader-kader SI tersebut. 
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Syarikat Islam pimpinan Maulana Nurhalim Chotib Al-Bantany di Sukabumi. Dalam 

upaya membangkitkan kembali SI, Hamdan Zoelva telah membuat strategi-strategi yang 

akan dilaksanakan oleh Syarikat Islam. Terdapat empat hal yang menjadi prioritas 

utama yang kemudian disebut Catur Program Syarikat Islam, yaitu 1) Konsolidasi 

Organisasi; 2) Pemberdayaan Ekonomi; 3) Tata Kelola Pendidikan; 4) dan Siyasah. 

Empat hal tersebut kemudian menjadi landasan dan arahan gerak perjuangan Syarikat 

Islam sejak tahun 2015. 
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ATURAN PENULISAN FOOTNOTE (Ibid., Op.Cit., Loc.Cit.) 
 

Ibid 
 
Contoh 
1David Jarry & Julia Jarry, Collin Dictionary of Sociologi  (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991),  
h. 188. 
2Ibid. 
3Ibid., h. 193. 
 
Penjelasan contoh 

 Menggunakan Ibid karena merujuk kepada catatan kaki di atasnya tanpa diselingi catatan 

kaki lainnya. 

 2Ibid. berarti pengarang, judul, dan halaman sama persis dengan catatan kaki yang di 

atasnya. 

 3Ibid., h. 193. berarti pengarang dan judul sama persis dengan catatan kaki yang di 

atasnya, hanya berbeda halaman. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir 

halaman 193. 
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1David Jarry & Julia Jarry, Collin Dictionary of Sociologi  (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991),  
h. 188. 
2Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam Development in 
Practice, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679. 
3David Jarry & Julia Jarry, Op.Cit., h. 193. 
 
Penjelasan contoh 

 Menggunakan Op. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: 2Thandike 

Mkawndawire. 

 Penggunaan 3David Jarry & Julia Jarry, Op. Cit., h. 193. berarti pengarang (David Jarry & Julia 

Jarry) dan judulnya (Collin Dictionary of Sociologi) sama, hanya saja halamannya berbeda dengan 

catatan kaki yang pertama. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir halaman 193. 
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h. 188. 
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 Menggunakan Loc. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: 
2Thandike Mkawndawire. 

 Penggunaan 3David Jarry & Julia Jarry, Loc.Cit. berarti pengarang, judul, dan halamannya 
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